
 
 
 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR 14 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 70 

TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan 

Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 
900/755/KEUDA tanggal 29 Januari 2021 perihal Pemberian 

Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2021, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan 

Meranti Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Nomor : 900/BPKAD/2021/60 tanggal 1 Maret 2021 
maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 
c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan 
Meranti Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Meranti; 
 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 
 
 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesi Nomor 4578); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4194); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1483); 
 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penetapan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 
 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil; 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten  Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten  

Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2019 Nomor 3); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 
Nomor 7); 

 
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 

Tentang Penyesuain Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Administrasi dan Jabatan Fungsional Dengan Kelas Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2019 Nomor 25); 
 

17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Tahun 2020 Nomor 88); 
 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 70 

TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN 

MERANTI. 
 
 

 



Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 
Nomor 70) diubah sebagai berikut : 

 
 

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 

 
Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai 
berikut :  

a. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS; 
b. memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya; dan 
c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 
 

3. Merubah lampiran, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 
 

 

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 2 maret 2021 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

   ttd 

 
                 MUHAMMAD ADIL 

 
 

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 2 maret 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,  

 
     ttd 
  
 

KAMSOL 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 14  
 


